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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini
yang menjadi kesimpulan adalah :

1. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidik diluar
ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka
penyidikan tersebut tidak sah secara hukum dan sudah barang tentu akibat
hukum yang ditimbulkan dari proses penyidikanya batal demi hukum.
Salah satu contohnya dalam kejahatan bidang kehutanan jika penyidiknya
dari pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
maka hasil penyidikannya tidak sah karena penyidik tidak berwenang
untuk melakukan penyidikan dan tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal
74. Merujuk pada konsep due process of law (penegakan hukum pidana
yang benar) hukum acara pidana disebut ius puniendi yang berisi tentang
tata cara, tentang prosedur, tentang batas kewenangan maka apa yang tidak
diatur bukan tata cara yang dibenarkan.

2. Rumusan Pasal 74 tindak pidana pencucina uang sama sekali tidak
bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Bahwa apa Yyang
kemudian menjadi argumentasi pemohon yang mendalilkan bahwa
rumusan Pasal 74 tersebut bertentangan dengan konstitusi tidaklah tepat,
karena kendatipun dalam penjelasan Pasal 74 tersebut tidak menyebutkan

satu persatu institusi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
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asal, karena ada satu institusi yang bersifat umum yang dapat melakukan

terhadap semua jenis tindak pidana yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyusun mengajukan saran yaitu
agar pembentuk undang-undang kedepanya memberikan penjelasan di dalam
Pasal 74 tersebut, mengapa sebagian lembega saja yang diberikan kewenagan
untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal, sedangkan lembaga-
lembaga yang lain yang juga mempunyai kewenangan yang sama melakukan
penyidikan seperti Kementrian Di Bidang Lingkunagn Hidup, Kementrian

Kehutanan tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 tersebut.
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